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P U T U S A N
Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah 

memutuskan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

Jualan tempat kediaman di : Jalan Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut 

sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak 

Bekerja tempat kediaman di : Jalan Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pandan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar  pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

 TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam  surat gugatannya tertanggal 03 

Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, 

Nomor: 0003/Pdt.G/2014/PA. Pdn, telah mengajukan permohonan untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai 

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang 

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/01/XI/2003 

tanggal 07 Nopember 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah 

kediaman Penggugat sendiri di Desa Sigambo-gambo dan selanjutnya 

terakhir bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Sigambo-

gambo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak 

bernama :

1. (PR) umur 8 Tahun;

2. (LK) umur 7 Tahun;

3. (LK) umur 5 Tahun;

4. (PR) umur 3 Tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2013  kehidupan rumah tangga Penggugat  

dengan Tergugat  mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara 

Penggugat  dengan Tergugat  yang terus menerus dalam rumah tangga 

yang sulit untuk dirukunkan lagi  yang disebabkan antara lain : 
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- Tergugat malas bekerja;

- Tergugat sering bermain judi;

- Tergugat sering menghancurkan barang-barang perabotan dirumah ketika 

bertengkar;

- Tergugat suka mencuri uang Penggugat;

- Tergugat memiliki banyak utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan 

Penggugat;

- Tergugat tidak pernah menghargai pihak keluarga Penggugat;  

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat  

dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 26 Nopember 

2013, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Penggugat berkata kepada Tergugat, supaya Tergugat mau 

membantu Penggugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena 

Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja. dikarenakan hal 

tersebut, Tergugat marah dan Tergugat mengamuk menghancurkan Rak 

Piring dan mengambil parang dan menghancurkan becak Tergugat.Melihat 

kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat takut dan pergi mengungsi kerumah 

orangtua Penggugat.

6. Bahwa Beberapa hari setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman 

bersama, Penggugat dipanggil tetangga Penggugat untuk mengabarkan 

bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terbakar. Setelah kejadian tersebut, 

Tergugat membawa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat kerumah 
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orangtua Tergugat dan mengancam akan memasukakan 2 orang anak 

Penggugat dan tergugat. , yang akibatnya antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan hingga sekarang ini;

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada 

pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan 

antara lain sebagai berikut:

- Tergugat tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak;

-Tergugat tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat mengancam ingin memasukkan dua orang anak Penggugat dan 

Tergugat keagama Tergugat dahulu; 

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat  dengan 

Tergugat  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan 

antara Penggugat   dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT)

3. Menetapkan 4 orang anak yang bernama : 1. (PR) umur 8 Tahun, 2. (LK) 

umur 7 Tahun, 3. (LK) umur 5 Tahun, 4. (PR) umur 3 Tahun berada di 

bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

4.  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya 

(ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat  

hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa 

alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Januari 2014 

dan tanggal 23 Januari 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo 

pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan  Mediasi, akan 

tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim 

menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim 

selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan 

nasehat agar menempuh damai dengan rukun  kembali sebagai suami isteri 

bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan 

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) 

UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat   

untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun 

tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;                                                                                                                                 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak 

dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir 

di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti  surat berupa : 

1. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Namu Rambe Nomor; 122/01/XI/2003 Tanggal 07 Nopember 2003, yang 

telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda, 

bukti (P1); 

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pardomuan Hutabarat No. 1201013008070062 

tanggal 03-02-2014, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah 

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis 

ditandatangani dan diberi tanda, bukti (P2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, 

Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut : 

Saksi I :

Nama Mufriana Sihombing Binti Murtasim Sihombing, umur 31 tahun, agama 

Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. S.M.Raja No. 

59, Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli 

Tengah;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya 

yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara 

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya 

adalah sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga 

dekat dengan rumah saksi;

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sepuluh tahun yang lalu;

-   Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat 

Disclaimer
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-  Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua 

Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat kawin lari;

-   Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sigambo-

gambo;

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

-  Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, 

kemudian sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-   Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai banyak hutang karena 

berjudi, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mencuri uang Penggugat 

dan Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat dan apabila 

Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memecahkan 

perabot rumah;

-   Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi 

sejak akhir Desember 2013 sampai sekarang;

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati oleh pihak keluarga 

namun tidak berhasil;

-   Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam mengurus anak Penggugat 

dan Tergugat baik dan Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan 

anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berjualan;

-  Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat 

sedangkan anak yang ketiga ikut dengan Tergugat;
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-    Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin 

rukun lagi karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu agama 

Kristen;

Saksi II :

Nama Rosmia Br Hite Binti Baharuddin Sihite, umur 63 tahun, agama Islam, 

Pendidikan SD, Pekerjaan jualan, tempat tinggal Desa Sigambo-gambo, 

Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya 

yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara 

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya 

adalah sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak 

kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sepuluh tahun yang 

lalu;

-   Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tidak disetujui oleh keluarga 

karena Tergugat baru saja muallaf , hingga akhirnya Penggugat dan 

Tergugat nekat kawin lari;

-   Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sigambo-

gambo;
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-   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga 

orang anak ikut bersama Penggugat dan seorang anak yang nomor tiga 

ikut bersama Tergugat; 

-    Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun damai, 

dan saksi sudah membangun rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat akan tetapi rumah tersebut sekarang telah dibakar oleh Tergugat 

karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-   Bahwa penyebab terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena 

Tergugat malas bekerja, berjudi, banyak hutang, suka mencuri uang 

Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang dirumah 

ketika bertengkar;

-    Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 

sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, Penggugat kembali 

kerumah orang tua Penggugat;

-   Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak 

berhasil;

-   Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin 

lagi hidup rukun damai, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja 

karena kabarnya Tergugat sudah kembali keagama Kristen;

-  Bahwa yang memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai 

sekarang Penggugat;
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-  Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk memberi nafkah dan 

menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat 

berjualan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat 

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya 

yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan 

pendiriannya sekaligus mohon putusan; 

Menimbang, bahwa  Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti 

lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat  uraian putusan ini 

ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum  dan termuat dalam berita 

acara  persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar 

pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan 

sebagaimana termaktub dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili dalam 

wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pandan, sesuai dengan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang 
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– Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini 

termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan (competentie relatief)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

pernah hadir dan tidak mengutus orang lain  sebagai kuasanya, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) 

RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis 

Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun 

membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.  Hal mana 

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 

Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka 

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam 
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sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 

Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai 

bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat 

dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat malas bekerja, suka berjudi, 

mencuri uang milik Penggugat, mempunyai banyak hutang, tidak menghargai 

pihak keluarga Penggugat dan sering menghancurkan barang perabotan di 

rumah Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar, yang mengakibatkan antara 

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan hingga 

sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak hanya 

mengajukan gugatan perceraian terhadap  Tergugat, akan tetapi dalam petitum 

angka 3 Penggugat juga mengajukan hak hadhanah (pemeliharaan) empat 

orang anak bernama 1. Ratu Agustin Hutabarat  (PR) umur 8 Tahun, 2. Ade 

Harianto Hutabarat (LK) umur 7 Tahun, 3. Reza Apriansyah Hutabarat (LK) 

umur 5 Tahun, 4. Rika Laura Hutabarat (PR) umur 3 Tahun berada di bawah 

hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, tidak 

berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok 

perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi 

bagian dari hukum perorangan  (personel recht) bukan kelompok  hukum 

kebendaan  (zaken  recht), berdasarkan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  

Republik  Indonesia  Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, 

tidaklah  dibenarkan  dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada 

adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan 

timbulnya kebohongan besar  (de grote langen) ex Pasal  208 BW, untuk  

membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim 

memandang perlu  mendengarkan keterangan saksi  terutama saksi  keluarga 

atau  orang  dekat  dari  kedua  belah pihak; 

 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) 

dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan; 

             Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan 

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan 

fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, 

setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti 

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan 

Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materil sebagai alat bukti tertulis;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, 

oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan 

dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang 

diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi pertama (Mufriana Sihombing Binti Murtasim Sihombing) 

adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan hukum 

menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, dan yang menyangkut dalil 

atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat berdasarkan 

pengetahuan saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan 

materil dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat 

(1) RBg;

2. Bahwa saksi kedua (Rosmia Br Hite Binti Baharauddin Sihite), adalah orang 

tua Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam  perkara 

ini, dan yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai 

dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi, kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, dan 

oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat 

diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi 

kedua Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling 

mendukung antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim 

menilai telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat-

alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 

pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta 

hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut: 

-  Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan 

telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang bersama Penggugat dan 

seorang lagi ikut dengan Tergugat; 

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis 

rukun damai namun tahun 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak 

menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan 

barang perabotan di rumah ketika bertengkar;

-  Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sebulan 

lebih, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing; 

- Bahwa, selain mengajukan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak 

hadhanah (pemeliharaan) satu orang anak bernama 1. Ratu Agustin 
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Hutabarat  (PR) umur 8 Tahun, 2. Ade Harianto Hutabarat (LK) umur 7 

Tahun, 3. Reza Apriansyah Hutabarat (LK) umur 5 Tahun, 4. Rika Laura 

Hutabarat (PR) umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan 

Penggugat;

-    Bahwa Tergugat sudah kembali keagama Kristen;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi 

untuk mendamaikan  Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim menemukan fakta hukum dalam rangkaian peristiwa hukum yang 

terbukti, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya 

sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam 

membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (Broken Marriage), sehingga 

mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap 

memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, 

bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya 

akan menyebabkan tekanan batin (stress) dan kerusakan mental (Mental Dis 

order) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta 

mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum 
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Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum 

ayat 21 yang berbunyi :

 F  G H I J  K L MNO P Q R F  ST NUV SI ML W XU  YR SI Z [ \ L W ] ^[ _ J  \ L U ` ab  c [ d Xe[ _ J F

c F f L ] Xe K I g U h ei  j USk  l m  _ V n o p f

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan 

saksama antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi mewujudkan 

tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, maka Majelis Hakim berpendapat mengedepankan asas manfaat dan 

menolak mafsadat adalah keharusan dalam mempertahankan ikatan 

perkawinan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus 

dihilangkan sesuai kaidah Ushul Fikih yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah 

Wan-nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.
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Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis 

Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan 

pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, 

dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan 

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah 

terbukti dan memenuhi maksud  Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 

dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  mengenai  gugatan  Penggugat  tentang  hak 

hadhanah (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat,  dapat 

dipertimbangkan  sebagai berikut :

- Pada  prinsipnya  hak  hadhanah (pemeliharaan) adalah  hak  anak  demi 

kebaikan masa depan anak baik dari segi agama,  pendidikan maupun aspek 

hidup lainnya. Lagi pula kondisi satu orang anak tersebut secara de facto saat 

ini  telah  nyaman  dan  bahagia  ikut  bersama  Penggugat  selaku  ibu 

kandungnya,  oleh karenanya  Majelis  Hakim berpendapat  akan lebih  
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maslahah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku  

ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 

Nomor 110  K/AG/2007  tanggal  7  Desember 2007; 

- Baik  secara  biologis  maupun  psikologis  ibu  mempunyai  hubungan  lebih 

dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan 

lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, ”dalam hal terjadi 

perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya”,  sedang huruf (b) menyatakan,  ”jika anak sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya 

sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya”;

-  Pada prinsifnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami 

isteri harus seagama atau seaqidah agar terwujud rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warrahmah dan kelak tercapai visi dan misi dalam hal mendidik 

menjadi sholeh dan sholeha sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat, 

berkaitan dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah 

kembali keagama semula yaitu agama Kristen;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ketiga orang  anak  tersebut  secara  

de facto telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga gugatan 

Penggugat yang memohon untuk ditetapkan sebagai  pemegang hak hadhanah 

(pemeliharaan) atas anak-anak tersebut dan seorang lagi anak Penggugat dan 

Tergugat nomor tiga berada dalam pemeliharaan Tergugat, Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk ditetapkan juga kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari 

anak tersebut mengingat anak tersebut masih berusia lima tahun dan belum 

mumayyiz, dapat  dinilai sekedar sebagai  gugatan untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan agar anak tersebut terjaga agamanya tidak mengikut 

keagama Tergugat yaitu agama Kristen. Majelis Hakim berpendapat  bahwa  

tepat  bila  Penggugat  mohon  “menetapkan”  bukan “memutuskan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  

gugatan Penggugat agar empat orang anak ditetapkan berada dalam 

pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu 

menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak 

hadhanah (pemeliharaan) atas empat orang anak tersebut ditetapkan berada 

pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh 

mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya 

untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, 

membantu mendidik dan mencurahkan  kasih  sayang,  hal  ini  sesuai  dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 

Desember 2007; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis 
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Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan 

kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat  kediaman Penggugat dan Tergugat dan 

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (5), maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar 

semua biaya  yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk 

menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4.  Menetapkan 4 orang anak yang bernama : 1. Ratu Agustin Hutabarat  (PR) 

umur 8 Tahun, 2. Ade Harianto Hutabarat (LK) umur 7 Tahun, 3. Reza 

Apriansyah Hutabarat (LK) umur 5 Tahun, 4. Rika Laura Hutabarat (PR) 

umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat; 

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk 

menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan 

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan 

dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan,  pada hari Kamis tanggal 

06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 H. dalam 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari 

Dra. Hj. Samlah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S. HI, M.H. dan 

M. Rifa’I, S.HI., M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh 

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera 

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Ketua,
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Dra. Hj. SAMLAH

      Hakim Anggota,                Hakim Anggota,

         

SRI ARMAINI, S.HI, M.H.                ALIMUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. ABD. Jalil Siregar.                                                                  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran       : Rp.   30.000,-

2. Biaya proses               : Rp.   50.000,-

3. Biaya panggilan          : Rp. …....000,-

4. Biaya redaksi              : Rp.     5.000,-

5. Materai                        : Rp.    6.000,-

                                ------------------------

  Jumlah                            Rp. …..000,- 

(……………………………………)
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